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PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR W TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BL. .\Tl BIREUEN,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentur— Pasal 31 ayat (2

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri
Desa, Daerah Tertinggal dr— Transmigrasi Nomor 7 Tahun
2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, perlu
diatur Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja G- 1pong Tahun Anggaran 2025;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

1.

dalam huruf a, perlu menetap!--n Peraturan Bupati tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Gampong Tahun Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176),
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan
Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3963);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan

Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4633);

. Und 1g-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indones’ - Nomor 5495)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Keuda Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024

Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6914);
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33.
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35.
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(2)

(1)

(1)
(2)

(1)
(2)

(3)

Biaya riil (at co , adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti
pengeluaran yang sah.

Te at Kedudukan adalah lokasi kantor keuchik.

Tempat Tujuan adalah t-—1pat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
Pejabat yang berwenang adalah bupati, camat "1n keuchik.

Siskeudes a”-lah aplikasi yang dikembangkan Badan Pepgawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) da'"m rangka meningkatkan
kualitas tata kelola keuangan desa.

BAB II
PERENCANAAN
Pasal 2
Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Gampong

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Gampong

B2™ I
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG

Pasal 3

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran
207" meliputi:

a. sinkronisasi kebijakan pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerin* ™
Kabupaten dengan K venangan Gampong dan rencana Kerja
Pemerin‘-"1 C - npong;

prinsip Penyusunan APBG;

kebijakan Penyusunan APBG;

teknis Penyusunan APBG; ¢ -
hal-hal khusus lainnya.

o0 o

Uraian Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4
Penyusunan APBG menggunakan aplikasi SISKEUDES.

Selain untuk Penyusunan APBG, Aplikasi SISKEUDES sebagaimana pada

ayat (I) juga “zur-'n untuk Pengelolaan Administrasi Keuangan
Gampong.

BAB IV
HAK KEUANGAN TUHA PEUET DAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN GAMPONG

Pasal 5

Lembaga Tuha Peuet Gampong diberikan tunjangan dan biaya operasional.
" >mbaga Imuem Gampong diberikan Insentif.

Lembaga Kemasyarakatan Gampong lainnya diberikan insentif.



















































































































































